LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NO. 6 2003 SERI. C

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KEBUMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 15 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah
Propinsi Jawa Barat, telah dibentuk Balai Penelitian
Pertambangan dan Energi pada Dinas Pertambangan
dan Energi Propinsi Jawa Barat;
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Mengingat

b. bahwa dalam rangka pengambilan dan pemanfaatan air

atau pengusahaan bahan galian tambang, dibutuhkan
data dan informasi kualitas air dan bahan galian
tambang;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada huruf b di atas, masyarakat dapat
memanfaatkan Laboratorium Kebumian yang merupakan
aset Pemerintah Daerah dan dikenakan retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b dan ¢
di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Barat tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium
Kebumian.

Undang-undang Nomor 1T Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 196/ tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 199/ tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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10.

11.

pOndang-undang_Nomor 23 Tahun_ 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

pndang-undang__Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Kualitas Air dan  Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4161);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan
Lain-lain;
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12.

13.

14.

15.

16.

Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Pengelolaan Air Bawah Tanah;

Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi,
Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Kerentanan
Gerakan Tanah;

Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
Nomor 1453.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Pertambangan Umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
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17.

18.

19.

20.

21,

Peraturan_Daerah _Propinsi_Jawa Barat _Nomor_ 15
Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D) jo.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);

Peraturan _Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);

Peraturan_Daerah Propinsi_Jawa Barat Nomor 19
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);

Peraturan_Daerah_Propinsi_Jawa_Barat_Nomor_1/
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KEBUMIAN.
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